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KEMENTERIAN KEUANGAN. Dana Bagi Hasil.
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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 167/PMK.07/2013
TENTANG

ALOKASI DEFINITIF DANA BAGI HASIL PAJAK

Menimbang

TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan telah ditetapkan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2012 tentang
Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan
Bangunan Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
102/PMK.07/2013 dan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 218/PMK.07/2012 tentang Alokasi Sementara
Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal
29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak
Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2013;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah,
penyaluran alokasi definitif Dana Bagi Hasil Pajak
Bumi dan Bangunan dan Dana Bagi Hasil Pajak
Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang
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Mengingat

Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21
dilakukan berdasarkan selisih antara alokasi definitif
dengan penyaluran yang sudah dilakukan
berdasarkan alokasi sementara;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Tahun
Anggaran 2013;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 3263) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4893);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5361) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5426);
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Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.07/2012
tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Anggaran Transfer ke Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.07/
2012 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke
Daerabh;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/
2012 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil
Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2013
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 102/PMK.07/2013;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.07/
2012 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil
Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak
Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan
Pasal 21 Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ALOKASI
DEFINITIF DANA BAGI HASIL PAJAK TAHUN ANGGARAN
2013.

Pasal 1

(1) Alokasi definitif Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Tahun Anggaran 2013

terdiri atas:

a. DBH Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bagian Pemerintah Pusat
yang Dibagikan kepada Seluruh Kabupaten dan Kota;

b. DBH PBB Sektor Pertambangan minyak bumi, gas bumi, dan panas
bumi Bagian Daerah; dan

c. DBH Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan PPh Pasal 29 Wajib Pajak
Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21.
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